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ABSTRAK

Informasi tentang besarnya kontribusi dari pajak dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah
merupakan hal yang sangat penting karena dapat meninjukkan kemampuan keuangan daerah dan menjadi
dasar untuk mengoptimalisasikan potensi PAD. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah
Bagaiman Kontribusi Pajak Daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah
Propinsi Nusa Tenggara Timur . Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kontribusi Pajak
Daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah pada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara
Timur. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah teknik studi dokumentasi yakni
peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan
selanjutnya dipelajari untuk digunakan dalam analisis hasil. Teknik anaisis data yang digunakan adalah
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD dengan rumus : Pajak Daerah/PAD x 100% dan kontribusi Retribusi
dengan Rumus Retribusi /PAD x 100%. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah Kontribusi Pajak
daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tengara Timur tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan
capaian prosentase kontribusi pajak daerah ada pada criteria > 50% sehingga dinilai dalam kategori sangat
baik, Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021,2022 dan 2023 propinsi Nusa
Tenggara Timur ada pada criteria 1% - 10% sehingga dinilai dalam kategori sangat kurang

Kata Kunci : Kontribusi , Pajak, Retribusi, Pendapatan

PENDAHULUAN
Berkaitan dengan peningkatan penerimaan daerah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah),

pemerintah daerah dapat meningkatkan dengan melakukan optimalisasi potensi sumber
penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Adapun optimalisasi potensi sumber
penerimaan daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah. Hal yang melatarbelakangi
peneliti melakukan penelitian ini adalah bahwa pemerintah Daerah kabupaten Kupang telah
melakukan pungutan pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak
penerangan jalan, pajak reklame, pajak galian golongan C dan pungutan retribusi daerah
yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
Pungutan ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data
perkembangan realisasi pajak dan retribusi daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1.
Perkembangan Realisasi Pajak dan retribusi Daerah Propinsi NTT Tahun 2021 - 2022
No Keterangan 2021 2022 Kenaikan/penurunan
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000)
1 Pajak Daerah 925,862,559.388 | 1.095.501.455.474 | 169.638.896.086
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L ee—————————————————————————————————————————————————————————————————————
|2 | Retribusi daerah | 69.890.857.732 | 61.613.862.027 | (8.276.995.705) |

Sumber : data sekunder olahan penuls tahun 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk pajak daerah
mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar Rp. 169.638.896.086,
sedangkan untuk retribusi Daerah realisasinya mengalami penurunan dari tahun 2021 ke
tahun 2022 sebesar Rp. (8.276.995.705). Dari perkembangan realisasi Pajak daerah maupun
Realisasi Retribusi daerah ini yang selanjutnya diteliti dan dianalisis kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli daerah. Informasi tentang besarnya kontribusi dari pajak dan retribusi
terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan hal yang sangat penting karena dapat
meninjukkan kemampuan keuangan daerah dan menjadi dasar untuk mengoptimalisasikan
potensi PAD. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian
dengan judul Analisis  Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur .

TINJAUAN PUSTAKA
Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 5, yang
dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 7, menyebutkan bahwa desentralisasi

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sitem Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Hal ini berarti pengelolaan daerah lebih dititikberatkan kepada

kabupaten/kota.

Tujuan otonomi daerah menurut Yuliati ( 2022: 31) dibedakan dari dua sisi kepentingan
yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepentingan pemerintah pusat
tujuan utamanya adalah pendidkan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas
politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara bila
dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada tiga yaitu :

a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality artinya melalui otonomi
daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.

b. Untuk menciptakan local accountability artinya dengan otonomi daerah akan
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak
masyarakat.

c. Untuk mewujudkan local responsiveness artinya dengan otonomi daerah diharapkan
akan mempermudah antisipasi berbagai masalah yang muncul dan sekaligus
meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 2014 pada dasarnya
adalah sama yaitu otonomi diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil —
hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif
masyarakat serta peningkatan potensi pembangunan daerah secara optimal dan terpadu

secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan
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bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan

memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.
Keuangan Daerah

Faktor keuangan merupakan hal yang penting dalam mengukur tingkat kemampuan
daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan daerahlah yang menentukan
bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Bastian ( 2021: 92 )
mengatakan salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah
untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self supporting” dalam
bidang keuangan.

Halim (2017: 230), mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah
daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan
pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang
telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlaku untuk daerah-daerah tingkat I dan II.
Pembentukan dan pengelolaannya disesuaikan dengan tata cara yang berlaku pada
pemerintahan pusat. Pendapatan Daerah tingkat | antara lain terdiri dari pajak daerah tingkat
I (pajak izin penangkapan ikan , pajak sekolah), pajak pusat diserahkan kepada daerah
tingkat I, antara lain : Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, opsen (opsen atas Pajak Kekayaan, opsen atas cukai bensin), retribusi
(antara lain Retribusi izin pengambilan pasir, batu, kerikil, kapur, gamping, batu karang),
subsidi daerah otonomi. Daerah tingkat | mendapatkan penghasilan dari berbagai pajak
daerah, pajak pusat, sumbangan daerah otonom, Ipeda. Belanjanya adalah sesuai dengan
ruang lingkup kegiatan yang menjadi tugas di daerahnya.

UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan
daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-
kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain
menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan
pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat
dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan
pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran.
Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Saragih (2023 : 93 ) menyatakan bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka
desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Pada sisi penerimaan dalam APBD termuat
beberapa sumber penerimaan pemerintah daerah yaitu: Sisa Anggaran Tahun Lalu, Bagian
Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Sisa anggaran tahun lalu adalah penerimaan daerah dari sisa perhitungan
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anggaran tahun lalu yang telah dituangkan dalam APBD namun tidak direalisasikan dengan

baik karena penghematan dari belanja atau adanya pos pengeluaran belanja yang tidak
dilaksanakan.
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
daerah, potensi PAD adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah
penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan
tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-
variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD.

Saragih (2023: 32) menyatakan bahwa dari tahun ke tahun kebijakan mengenai PAD di
setiap daerah propinsi, kabupaten, dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber
utama PAD komponennya hanya terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba dari
BUMD, dan lain-lain PAD yang sah.
Kerangka Berpikir

Otonomi daerah  mengharuskan adanya kemampuan daerah dalam membiayai
pembangunan Daerahnya. Kemampuan Daerah ditunjukkan melalui kemampuan keuangan
daerah yang bersangkutan dan kemampuan keuangan daerah dilihat dari seberapa besar
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya pendapatan Asli
Daerah ( PAD ) bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu
pengetahuan tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menjadi hal yang penting.
Semakin besar kontribusi pajak dan retribusi daerah maka akan semakin besar kemampuan
daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya karena Pendapatan Asli Daerah (PAD )
semakin besar. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak dan retribusi daerah maka dapat
dilihat dalam gambar berikut ini :

Kerangka Berpikir

[ BAPEDA KOTA KUPANG ]

A\ 4
[ Analisis Kontribusi ]

v y

[ Pajak Daerah ] [ Retribusi Daerah }

A 4

[ Kesimpulan ]
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METODE PENELITIAN

Teknik Pengambilan data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah teknik studi
dokumentasi yakni peneliti mengumpulkan dokumen seperti laporan realisasi anggaran dan
catatan atas laporan keuangan selanjutnya dipelajari untuk digunakan dalam analisis hasil
Teknik Analisis Data
1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Untuk melakukan analisis kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah dihitung dengan formulasi berikut ini :
Pajak Daerah
Kontribusi Pajak Daerah = ---------mmmmmmmm- x100%

JURNAL AKUNTANSI (JA)

(Halim dalam Roro 2015)

Kriteria Kontribusi

0% - 10%

Sangat Kurang

10% -20%

Kurang

20% - 30% Sedang
30%-40% Cukup Baik
40%-50% Baik

>50% Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Roro

2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Untuk melakukan analisis kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah dihitung dengan formulasi berikut ini :
Retribusi Daerah
Kontribusi Retribusi Daerah = -----------=--m-mmemmev x100%
PAD
(Halim dalam Roro 2015)

Kriteria Kontribusi

0% - 10% Sangat Kurang
10% -20% Kurang

20% - 30% Sedang
30%-40% Cukup Baik
40%-50% Baik

>50% Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No0.690.900.327 dalam Roro

HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD
Berikut ini ditunjukkan perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah tahun 2021 — 2023 sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Perkembangan Pajak, Retribusi dan PAD
Periode 2021 s/d 2023
Tahun Pajak Daerah Retribusi Daerah PAD
2021 925,862,559.388 69.890.857.732 1.238.032.648.888
2022 1.095.501.455.474 61.613.862.027 1.363.737.981.851
2023 1.311.609.133.150 65.433.703.905 1.712.892.170.870

Sumber : Data Sekunder diolah penulis tahun 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tahun 2021
realisasi pajak sebesar Rp. 925,862,559.388, mengalami peningkatan di tahun 2022
menjadi Rp. 1.095.501.455.474,dengan tingkat peningkatan sebesar Rp. 169.638.896.086
Untuk retribusi daerah realisasi ditahun 2021 sebesar Rp. 69.890.857.732, selanjutnya
ditahun 2022 realisasi  retribusi daerah menjadi Rp. 61.613.862.027 mengalami
penurunanan sebesar Rp. (8.276.995.705), Untuk Realisasi PAD tahun 2021 sebesar
Rp. 1.238.032.648.888. Realisasi PAD untuk tahun 2022 sebesar Rp
1.363.737.981.851. Realisasi PAD untuk tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar
Rp.125.705.332.963.

2. Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan pembangunan daerah, maka pemerintah
selalu melakukan perencanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen
pembangunan daerah. Dalam dokumen pembangunan tersebut terdapat komponen
program sesuai dengan bidang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Program —
program tersebut selanjutnya ditentukan nilai rupiah atau yang disebut sebagai dana
untuk membiayai program pembangunan. Selanjutnya akumulasi nilai rupiah dari
seluruh program yang ditentukan itulah selanjutnya menjadi Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ).

Untuk memenuhi rencana anggaran pendapatan, maka selanjutnya ditentukan
berbagai sumber pendapatan daerah diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Apabila penerimaan pajak dan retribusi daerah meningkat maka akan
meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dareh. Oleh karena
itu berikut ini penulis tampikan data anggaran dan realisasi baik pajak daerah maupun
retribusi daerah tahun 2021 — 2022

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2021 - 2022

Tahun
No | Keterangan 2021 2022
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
1 | Pajak daerah 1.283.442.229.906 | 925,862,559.388 1.486.181.102.244 | 1.095.501.455.474
2 | Retribusi Daerah | 102.148.474.750. | 69.890.857.732 154.666.231.151 61.613.862.027

Sumber : Data Sekunder diolah penulis 2024

Data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa anggaran pajak daerah tahun
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2021 sebesar Rp. 1.283.442.229.906 sedangkan realisasi pajak daerah mencapai Rp

925,862,559.388 untuk tahun 2022 anggaran pajak daerah sebesar Rp. 1.486.181.102.244
sedangkan realisasi pajak daerah mencapai Rp. 1.095.501.455.474. tahun 2023 anggaran
pajak daerah Rp. 1.518.653.155.914 dan Realisasi Pajak daerah Rp 1.311.609.133.150
Selanjutnya anggaran retribusi daerah untuk tahun 2021 sebesar
Rp.102.148.474.750 sedangkan realisasi retribusi daerah mencapai Rp. 69.890.857.732,
untuk tahun 2022 anggaran retribusi daerah sebesar Rp.154.666.231.151 sedangkan realisasi
retribusi daerah sebesar Rp. 61.613.862.027, tahun 2023 anggaran retribusi daerah
184.344.450.000 dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 65.433.703.905
Pembahasan
1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah daerah sedang berusaha untuk mengembangkan kreativitas baru untuk
meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli daera di masing-masing daerah. Selama
PAD tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun investor
luar,maka dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun dapat
mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana
pusat. Pajak Daerah yang dipungut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerh antara lain
pajak kendaraan bermotor,pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan,
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok . Analisis kontribusi penerimaan
pajak Daerah dari komponen pajak sebagaimana disebutkan di atas selama tahun 2021 —
2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini
Analisis Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021 - 2023

. Kontribusi ke
Keterangan | Tahun Perhitungan PAD
2021 925.862.559.388
Kontribusi 1.238.032.648.888 x 100 = 74.78% Sangat Baik
on T' usl 1.095.501.455.474
Pajak 2022 0 _
Daerah 1.363.737.981.851 x 100 = 80.33% Sangat Baik
2023 1.311.609.133.150
1.712.892.170.870. x 100 = 76..57.50% Sangat Baik

Sumber : Data sekunder olahan penulis Tahun 2024

Hasil penelitian yang diolah dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2021
kontribusi Pajak daerah ke Pendapatan Asli Daerah sebesar 74.78%, capaian prosentase
kontribusi pajak daerah ini ada pada criteria >50%. Dengn capaian prosentase ini maka
kontribusi pajak daerah ke Pendapatan Asli Daerah dinilai dalam kategori sangat baik ,
untuk tahun 2022 kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar
80.33%, capaian prosentase kontribusi pajak daerah ini ada pada criteria >50%. Dengn
capaian prosentase ini maka kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
dinilai dalam kategori sangat baik , untuk tahun 2023 kontribusi Pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah sebesar 76,57%, capaian prosentase kontribusi pajak daerah ini ada
pada criteria >50%. Dengn capaian prosentase ini maka kontribusi pajak daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 dinilai dalam kategori sangat baik.

Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
dalam tahun 2022 dinilai dalam kategori sangat baik dengan tingkat kontribusi mencapai
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80.33% , karena realisasi pajak daerah dalam tahun tersebut mencapai 73.71%. Terjadinya

realisasi pajak daerah yang melebihi target disebabkan oleh beberapa obyek pajak yang
realisasinya melebihi target yang ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut ini

JURNAL AKUNTANSI (JA)

Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2021

No [Jenis Pajak
lAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 |Pajak kendaraan bermotor — 487.233.406.733 235.693.390.636 | 48,37
LRA
2 |Bea Balik Nama Kendaraan 239.335.748.560 | 227.669.036.440,- | 76.63
Bermoto (BBNKB)
3 |Pajak air permukaan - LRA 1.000.000.000. 914.834.876 | 91.48
4 |PBBKB; Penggunaan Bahan 210.106.951.162 168.310.347.144 | 80,11
Bakar Kendaraan Bermotor
5 |Pajak Rokok 344.765.123.451 344.726.426.795 | 99.70
Jumlah Pendapatan Pajak 1.283.442.209.906 925.862.559.388 | 72.,14
daerah - LRA
Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2024
Realisasi Komponen Pajak Daerah Propinsi NTT Tahun 2022
No  [JenisPajak
lAnggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 |Pajak kendaraan bermotor — LRA 579.499.665.592 | 284.872..000.522 | 49.16
2 Bea Balik Nama Kendaraan 239.335.748.560 168.796.403.412 | 70,53
Bermoto (BBNKB)
3 | Pajak air permukaan - LRA 1.000.000.000 376.918.355 | 37,69
4 PBBKB; Penggunaan Bahan 284.240.647.622 214.277.331.504 | 75,39
Bakar Kendaraan Bermotor
5 | Pajak Rokok 382.105.040.470 427.178.801.581 | 111,80
Jumlah Pendapatan Pajak 1.486.181.102.244 | 1.095.501.455.47 | 73.71
daerah — LRA 4

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2024
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
dalam tahun 2023 dinilai dalam kategori sangat baik dengan tingkat kontribusi mencapai
54.13% , karena realisasi pajak daerah dalam tahun tersebut mencapai 83.99%.
2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Selain dari pajak daerah, sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari
retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat
dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis
karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan
iuran itu. Oleh karena itu retribusi merupakan semua bayaran yang dilakukan bagi
perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan keuntungan langsung dari
layanan itu.

Selanjutnya retribusi dapat digolongkan menjadi beberapa komponen. Penggolongan
Retribusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
adalah pengelompokkan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha,
Retribusi Jasa Perizinan tertentu Yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Bentuk jasa umum yang disediakan atau
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diberikan oleh Pemeri ntah Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa

pelayanan.

b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.

c. Retribusi Jasa Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepadaorang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
linkungan

Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam
tiga tahun terakhir takni tahun 2021 s/d tahun 2023, maka dapat dilakukan perhitungan
kontribusi retribusi sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Propinsi NTT Tahun 2021 — 2023

. Kontribusi ke
Keterangan | Tahun Perhitungan PAD
69.890.857.732
2021
100 5,64%
Contribus 1.238.032.648.888 X - ° | sangat rendah
R%:;LU‘;?' 2022 61.613.682.027
Daerah 1.363.737.981.851 x 100 = 451% Sangat rendah
65.433.703.905
2023
100 3.82%
1.712.892.170.870 X = ’ Sangat rendah

Sumber : Data sekunder olahan penulis Tahun 2024

Hasil penelitian yang diolah dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2021
kontribusi retribusi daerah ke Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,64%, capaian prosentase
kontribusi retribusi daerah ini ada pada criteria0 % - 10%. Dengan capaian prosentase ini
maka kontribusi retribusi daerah ke Pendapatan Asli Daerah dinilai dalam kategori sangat
rendah, untuk tahun 2022 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
sebesar 4,51% capaian prosentase kontribusi retribusi daerah ini ada pada criteria 0% -
10%. Dengn capaian prosentase ini maka kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan
Asli Daerah juga dinilai masih dalam kategori sangat rendah , untuk tahun 2022 kontribusi
retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 3.82%, capaian prosentase
kontribusi retribusi daerah ini ada pada criteria 0%-10%. Dengn capaian prosentase ini
maka kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 dinilai
dalam kategori sangat rendah.

Kontribusi Realisasi Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
dalam tahun 2021 dinilai dalam kategori sedang karena realisasi retribusi daerah dalam
tahun tersebut belum mencapai target. Terjadinya realisasi retribusi daerah yang belum
mencapai target disebabkan oleh beberapa obyek yang realisasinya tidak mencapai target
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yang ditetapkan .sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Retribusi Daerah yang belum Mencapai target Tahun 2021

No Jenis Retribusi Daerah Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) %

1 |[Retribusi jasaumum 61.157.810.500 45.899.732.393 | 75.05
2 |Retribusi Jasa usaha 47.687.164.250 23.655.951.339 | 58.14
3 [Retrbusi izin usaha 303.500.000 335.174.000 | 110.44

Sumber : Data Sekunderolahan penulis tahun 2024

Pada Tahun 2021 Retribusi izin usaha melampau target sebesar 110.44 % Kontribusi
Realisasi Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam tahun 2022
dinilai dalam kategori sedang, karena realisasi retribusi daerah dalam tahun tersebut belum
mencapai target. Terjadinya realisasi retribusi daerah yang belum mencapai target
disebabkan oleh beberapa obyek yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan
.sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Retribusi Daerah yang belum Mencapai target Tahun 2022

No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
1 Retribusi jasa umum 95.613.744.368 | 36.348.067.479 | 38,02
Retribusi Jasa usaha 58.714.086.783 | 24.862.861.288 | 42,28
Retrbusi izin usaha 338.400.000 438.933.260 | 129.71

Sumber : Data Sekunder olahan penulis tahun 2024
Kontribusi Realisasi Penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
dalam tahun 2022 dinilai dalam kategori sangat rendah karena realisasi retribusi daerah
dalam tahun tersebut belum mencapai target. Namun untuk Retribusi izin usaha melampui
target dengan capaian 129,71 % .Terjadinya realisasi retribusi daerah yang belum mencapai
target disebabkan oleh beberapa obyek yang realisasinya tidak mencapai target yang
ditetapkan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat ditampilkan
kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli aerah sebagaimana
dalam tabel berikut ini :
Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD

Tahun Kontribusi Pajak Kontribusi Retribusi
Daerah Ke PAD daerah ke PAD

2021 74.78% 5.64%

2022 80.33% 4.51%

2023 76.57% 3.82%

Rata- 77.23% 4.65%

Rata

Sumber : Data sekunder olahan penulis Tahun 2024

KESIMPULAN
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1. Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nusa Tengara

Timur tahun 2021, 2022 dan 2023 dengan capaian prosentase kontribusi pajak
daerah ada pada criteria > 50% sehingga dinilai dalam kategori sangat baik

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 propinsi
Nusa Tenggara Timur ada pada criteria 1% - 10% sehingga dinilai dalam kategori
sangat rendah,
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